
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
dan Pasal 31 Undang-Undang Norrior 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD);

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Musrenbang
Tahun 2022, Pemerintah Daerah telah menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2023 secara
partisipatif, sistematis, terukur dan terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk
menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2023;

1. Undang-Undang Nomor 41~ Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kuningan
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) danJatau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danJ atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Peraturan Kementerian Dalam
Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional zKepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemeritah
Tahun 2023;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
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--------------------------------------------------------------------------------------/

BABI
KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN
2023.

MEMUTUSKAN:

Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2021 ten tang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;

32. Keputusan Gubemur Jawa Barat
Nomor 443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Jawa Barat;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13
Tahun 2010;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kuningan Tahun 2011 - 2031;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10
Tahun 2019;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2023;

38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kuningan.
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11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2023 yang se1anjutnya disingkat
RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang
akan menjadi pedoman bagi semua pelaku
pembangunan di Daerah dalam menjalankan
perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya
masing-rnasing.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki
tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah di
Kabupaten Kuningan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Pene1itian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kuningan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat VISI, misi dan arah
pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP
Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang se1anjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Bupati dan penyusunannya berpedoman
pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023 yang se1anjutnya disingkat RKPD
Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang
akan menjadi pedoman bagi semua pelaku
pembangunan di Daerah dalam menjalankan
perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya
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BABII
lSI DANURAIANRKPD

Pasa14
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:
a. Buku I tentang Pendahuluan; Gambaran Umum

Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Ekonomi Daerah; Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasa13
(1)Maksud penetapan RKPDyaitu untuk menetapkan

dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan KUA,PPAS dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

(2)Tujuan penetapan RKPDadalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan; dan

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

RKPDmerupakan:
a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun

2023, yang dimulai tnggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2023; dan

b. penjabaran dari RPJPD dan Perubahan RPJMD
2018-2023 yang memuat Pendahuluan; Gambaran
Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan
Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan
Pendanaan Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasa12

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.
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BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kuningan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

b. Buku II ten tang Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
Peraturan Bupati ini.
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